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KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR :ty{ TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AD DHUHA
DESA PURWA SARI KECAMATAN PELEPAT ILIR
KABUPATEN BUNGO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

Membaca : a. Bahwa saiah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan
pemerataan dibidang pendidikan di daerah dilakukan melalui
pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan
masyarakat;

b. bahwa pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu AD-DHUHA Dusun
Purwo Sari  Kecamatan Pelepat llir yang dilakukan masyarakat
merupakan salah satu upaya pemerataan dan peningkatan mutu

¢. pendidikan;

Bahwa berdasarken perlimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bungo tentang pemberian Izin Operasional
Sekolah Dasar (5D) Islam Terpadu AD-DHURA Dusun Purwo Sari
Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemberniuian
Daerah Otortom Kabupaten Dalam lLingkungan Daerai Fropinsi
Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor & Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarclangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 1599 Nomor 182, Tambahan Lembaran NMegara
Nomor 3890), sebagaimana. telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tenteang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jampi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur {Lembaran Negara Repubiik



